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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan Direk tur 
Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifiksi Melalui Pemberian 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kab. Deli Serdang. Adapun permasalahan dalam 

penelitian ini adalah masih banyak masyarakat wajib pajak  yang tidak mendaftarkan diri untuk 
memilik i NPWP sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan penelitian ini penulis 
menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode yang mengamati 

masalah yang sedang diteliti, dengan menggambarkan keadaan yang sebenar-benarnya 
dalam berusaha serta memperoleh informasi sebanyak -banyaknya dengan memanfaatkan 
wawancara. Implementasi Peraturan Direk tur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Dalam 

Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kab. Deli 
Serdang, sudah terimplementasi di Kab. Deli Serdang karena adanya tindakan yang dilakukan 
oleh Direk tur Jenderal Pajak (DJP). Dari hasil penelitian yang dapat diketahui bahwa DJP telah 

melakukan pengawasan yaitu dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi pajak  atau vinising 
mengenai ekstensifikasi 
 
Kata Kunci : Ekstensifiksi, Peraturan, NPWP. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:riskakesumaputri@gmail.com


Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] 
Vol 2 Nomor 4 April 2022, hal: 78-89 
ISSN 2808-6503 

 
 

79 
Jurnal Homepage: http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol 
 

1. PENDAHULUAN 
Cara yang dilakukan pemerintah untuk mencapai peningkatan penerimaan pajak 

salah satunya adalah dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan 
perpajakan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dasar pemungutan pajak 
diatur dalam Undang-Undang dasar Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan 
pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur oleh Undang-Undang. 
Dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, pajak digunakan untuk pengeluaran 
umum guna mewujudkan tujuan Negara. Hal itu sejalan dengan pemikiran Rochmat 
Soemitro yang menyatakan, pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan 
kekayaan dari sector swasta ke sector pemerintahan) dengan tidak mendapat jas 
timbal (Tegen Prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran umum. 

Melaksanakan kewajiban wajib pajak merupakan keharusan dalam usaha 
meningkatkan usaha penerimaan pajak. Namun kesadaran akan wajib pajak masilah 
rendah. Banyak masyarakat yang masih belum menyadari akan pentingnya 
pembayaran pajak. Untuk nomor poko wajib pajak (NPWP) sendiri ternyata masih 
banyak masyarakat yang belum mendaftarkan diri, hal inila yang menjadi salah satu 
lemahnya sumber penerimaan Negara. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan memiliki 
NPWP, wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti sebagai 
pembayar pajak dimuka (angsuran, kredit/pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar 
sewaktu wajib pajak ditolak keluar negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan 
pengurusan surat izin per dagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat 
pembuatan Rekening Koran di Bank. Manfaatmanfaat yang didapatkan oleh wajib 
pajak diharapkan akan menjadi motivasi bagi wajib pajak, tidak hanya patuh untu 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tetapi juga patuh memenuhi kewajibannya, 
berkaitan dengan pajak penghasilan, yaitu membayarkan wajib pajak yang telah 
ditetapkan. 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa NPWP merupakan sesuatu yang 
penting dan wajib bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat, namun masih banyak 
masyarakat yang masih belum memiliki NPWP, seperti halnya beberapa masyarakat 
Deli Serdang yang ternyata masih ada yang belum memiliki NPWP dengan berbagai 
alsan, yaitu kurangnya pemahaman cara pembuatan NPWP sehingga kurangnya 
minat masyarakat dalam mebuat NPWP itu sendiri, ingin menghindari pajak dan 
hingga karena tidak mengetahui manfaat serta kegunaan NPWP.  

Upaya ektensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Lubuk Pakam melalui 
pemberian NPWP untuk meningkatkan pembayar pajak adalah dengan 
memperkenalkan peraturan Direktur Jenderal Pajak yang menjelaskan tentang wajib 
pajak dan juga memperoleh data dari pihak lain, yang kemudian dihimbau untuk 
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak telah berupaya 
meningkatkan penerimaan pajak melalu seksi ekstensifikasi dan penyuluhuan 
diseluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia. Melalui seksi ekstensifikasi dan 
penyluhan ini diharapkan dapat memberi dampak positif dengan terjaringya wajib 
pajak baru dengan perluasan subjek pajak, objek pajak maupun penyuluhan tentang 
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betapa pentingnya kesadaran kewajiban perpajakan ini. Sehingga dapat 
meningkatkan jumlah penerimaan pajak secara signifikan dan dengan adanya seksi 
ekstensifikasi melalui pemberian nomor pokok wajib pajak ini diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dapat 
ditingkatkan bila seluruh investor maupun pengusaha, demikian orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usahanya di Kab. Deli Serdang mengunakan NPWP wilayah 
kabupaten Deli Serdang, yang salah satunya PAD itu adalah pendapatan dana bagi 
hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 
daerah berdasarkan persentase tertentu, pendapatan inipun sangat tergantung dari 
pajak yang disetorkan dengan menggunakan NPWP. 
 
2. METODE PENELITIAN 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif dengan 
pengelolaan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu 
fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan, dimana proses dan 
makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan 
sebagai pemandu agar focus peneitian sesuai dengan fakta dilapangan. Metode 
deskriftif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan pristiwa. Penelitian dengan 
metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau 
membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarnnya berdasarkan fakta yang 
diperoleh. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif 
sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara 
mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakuakan bersifat deskriftif, yaitu 
untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti 
sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. 

Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya 
(narueal setting) dengan tidak diubah dalam bentuk symbol-simbol atau bilangan-
bilangan (tidak ditrasformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan 
sesuai dengan ketentuan statistik atau matematika). Semakin dalam dan diteil data 
yang didapatkan, maka semakin baik kualitas penelitian kualitatif tersebut. Penelitian 
kualitatif jauh lebih subjektif dari pada penelitian atau survey kuantitatif. Yaitu dengan 
cara pengumpulan data dengan metode mengumpulkan informasi, terutama induvidu, 
yaitu dengan menggunakan wawancara secara mendalam dan grup focus. Penelitian 
ini adalah penelitian dan pejelajahan terbuka, dan berakhir dengan dilakukannya 
wawancara dalam jumlah relative kelompok kecil yang di wawancarai secara 
mendalam. 

Kerangka konsep disusun sebagai perkiraan tertulis dari hasil yang akan dicapai 
setelah dianalisis secara krisis berdasarkan presepsi yang dimiliki. Berdasarkan 
landasan teori yang dimiliki sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori 
maka konsep dapat digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis. Adapun 
kerangka konsep yang penulis gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka  Konsep 

 
3. HASIL 
Hasil Wawancara  

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara 
dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini 
disesuaikan dengan permasalahan dengan penelitian dan guna menjawab fenomena 
yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut : 
 
Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peraturan direktur jenderal 
pajak 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 dengan bapak 
Ahmad Fausal selaku kepala seksi pengelolaan data dan informasi memberi 
tanggapan tentang tujuan dari peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu : tujuannya 
untuk melakukan ekstensifikasi wajib pajak, meningkatkan penyimpanan Negara atau 
meningkatkan keuangan Negara selain itu juga peraturan ini bertujuan untuk memberi 
kepastian hukum bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk 
diberikan NPW sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, menjamin pemberian 
Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap wajib pajak yang belum terdaftar namun telah 
memenuhi syarat subjektif dan objektif dan bertujuan untuk memberitahukan tatacara 
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap wajib pajak yang belum terdaftar 
dalam rangka Ekstensifikasi. Maka dari itu sasaran agar terlaksananya tujuan dari 
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peraturan ini, yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak warisan belum terbagi, wajib 
pajak badan dan bendahara yang di tunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut 
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn di bidang perpajakan 
dan untuk implementasi dari peraturan ini sudah tercapai tetapi masih belum 
maksimal. 

Dan untuk hasil wawancara pada hari selasa, 11 agustus 2020 yang dilakukan 
narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Rian Pratama selaku karyawan swasta 
lingkungan 27 di kelurahan Rengas Pulau kecamatan Medan Marelan menjawab 
tujuan dalam melaksanakan peraturan direktur jenderal pajak ialah menjaga loyalitas 
para wajib pajak yang belum mendaftarkan nomor pokok wajib pajak agar lebih patuh 
terhadap peraturan dan kewajibannya sebagai wajib pajak dan meningkatkan 
penyimpanan Negara melalui realisasi pajak yang diterima, karena dengan meningkat 
dan terjaganya kas Negara maka kebutuhan public akan lebih mudah terpenuhi. Lalu 
untuk sasaran dari peraturan ini ialah masyarakat wajib pajak yang belum memiliki 
NPWP dan sudah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif.  

Sedangkan wawancara pada hari selasa 11, Agustus 2020 yang dilakukan 
narasumber selanjutnya, yaitu Bapak H. Djumadi selaku masyarakat di kecamatan 
Patumbak Desa Sigara-gara Kab. Deli Serdang menjawab tujuan dan sasaran dari 
peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ialah untuk menambah kas Negara dan sasarn 
dari peraturan ini ialah para wajib pajak yang telah memenuhi syarat tetapi belum 
mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Dengan adanya penyuluhan maka 
implementasi peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sudah berjalan dengan baik dan 
juga meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar di tiap tahunnya. 
 
Adanya Tindakan Yang Dilakukan Sesuai Dengan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 terhadap Ronald 
Sahala Radja Hamonangan Hutagalung selaku kepala seksi ekstensifikasi dan 
penyuluhan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan ialah dengan cara 
pengawasan yaitu dengan kunjungan visit yang dilakukan oleh Account 
Representative yang apabila wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan 
dirinya maka tindakan selanjutnya yang akan dilakukan yaitu memberikan sanksi 
administrasi atau juga sanksi pidana sesuai peraturan Undang-Undang Perpajakan 
yaitu No.28 Tahun 2007. Tindakan pengawasan yang dilakukan pada peraturan ini 
sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurut penjelasan 
meneteri pendayagunaan aparatur Negara (PERMENPAN No. mendaftarkan diri 
untuk diberikan NPWP maka tindakan yang diberikan adalah sanksi sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara 
Perpajakan dengan perubahan terbaru pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
yaitu pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun denda senilai dua 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak empat 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar. Pengawasan dilakukan 
dengan cara penyuluhan kelokasi. Pada dasarnya, kegiatan didalam perusahaan atau 
organisasi akan berjalan dengan lancar karena adanya standard an aturan sesuai 
tujuan yang diinginkan. Defenisi standar operasional prosedur (SOP) sendiri adalah 
sebuah pedoman yang digunakan suatu oragnisasi dalam mendukung aktivitas 
pekerjaan. SOP juga digunaka sebagai tolak ukur apakah pekerjaan sudah sesuai 
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dengan aturan ataukah belum. Dan tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan 
peraturan DJP ini sudah sesuai dengan standar operasional presedur (SOP). 

Sementara hasil wawancara pada hari selasa, 11 Agustus 2020 terhadap 
narasumber Rian Pratama selaku Karyawan Swasta lingkungan 27 di kelurahan 
Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan mengatakan bahwa dengan adanya 
tindakan yang nyata maka peraturan DJP tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan dan tindakan yang dilakukan oleh DJP dalam menjalankan peraturan ini 
ialah dengan cara pengawasan, yaitu melalui penyuluhan terhadap wajib pajak dan 
jika wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk memiliki NPWP maka akan 
dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan Undang-Undang Perpajakan. Untuk 
tindakan dalam peraturan ini sudah sesuai dengan SOP. 

Sedangkan hasil wawancara pada hari selasa, 11 Agustus 2020 terhadap 
narasumber H. Djumadi selaku masyarakat selaku di kecamatan Patumbak Desa 
Sigara-gara Kab. Deli Serdang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh DJP 
dalam melakukan ekstensifikasi wajib pajak ialah penyuluhan dan apabila ada yang 
dengan sengaja wjib pajak tidak mendaftarkan dirinya maka DJP juga meninda lanjuti 
dengan di berikan sanksi administrasi hingga pidana. Tindakan dalam peraturan ini 
sendiri sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. 
 
Adanya Target Yang Ingin Dicapai Untuk Melaksanakan Peraturan Direktur 
Jenderal pajak 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, 11 agustus 2020 terhadap 
narasumber Rian Pratama selaku Karyawan Swasta lingkungan 27 di kelurahan 
Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan mengatakan bahwa apabila peraturan 
dijalankan dengan nyata dan benar maka target akan tercapai sesuai dengan 
keinginan. Target yang telah ditetap telah tercapai namun belum sepenuhnya 
maksimal karena kendala oleh masyarakat wajib pajak yang enggan mendaftarkan 
diri untuk memiliki NPW karena merasa belum memenuhi syarat untuk memiliki 
NPWP. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, 11 Agustus 2020 narasumber 
H.Djumadi selaku masyarakat di kecamatan Patumbak Desa Sigaragara Kab. Deli 
Serdang mengatakan bahwa target yang ingin dicapai dari peraturan ini ialah 
meningkatkan realisasi penerimaan wajib pajak setiap tahunnya. Peraturan DJP 
dalam rangka ekstensifikasi ini telah mencapai target walapun tidak sepenuhnya tiap 
tahun target realisasi penerimaan wajib pajak dapat tercapai hal ini dikarenakann 
Kendala yang dialami oleh DJP dalam mencapai target yang diinginkan ialah 
masyarakat wajib pajak yang enggan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP hal itu 
menjadi kendala dalam mencapai target yang dinginkan. 
 
Adanya Pengawasan Dalam Melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 terhadap 
narasumber Ahmad Fausal selaku kepala seksi pengelolaan data dan informasi 
mengatakan bahwa untuk melakukan peraturan DJP tentang tata cara pemberian 
nomor pokok wajib pajak dalam rangka ekstensifikasi. Adanya pengawasan yang 
nyata maka data yang di terima dalam peraturan ini akan lebih valid. Bentuk 
pengawasan sendiri dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka 
ekstensifikasi, yaitu pada wajib pajak yang telah memenuhi syarat namun belum 
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mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Pengawasan dilakukan dalam bentuk 
sosialisasi pajak atau kunjungan visit. Dalam melakukan pengawasan tidak ada 
kerjasama dengan instansi lain dan pengawaan hanya dilakukan oleh direktu jenderal 
pajak. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, 11 agustus 2020 terhadap 
narasumber Rian Pratama selaku Karyawan Swasta lingkungan 27 di kelurahan 
Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan mengatakan bahwa pengawasan yang 
dilakukan dapat membantu mendata wajib pajak yang belum mendaftarkan diri. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 10 agustus 2020 terhadap 
narasumber Mardiah Napitupulu selaku kepala seksi pelayanan mengatakan 
pengawasan dalam rangka ekstensifikasi dilakukan oleh pihak DJP dan pengawasan 
dilakukan dalam bentuk kunjungan visit ke lokasi wajib pajak. Pengawasan yang 
dilakukan tidak ada kerjasama dengan intansi lain dan hanya di lakukan dengan pihak 
Direktur Jenderal Pajak dengan masing-masing tugas yang telah diberikan seperti 
kunjungan visit yang dilakukan oleh Account Representative yang mendatangi wajib 
pajak secara langsung. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, 11 agustus 2020 terhadap 
narasumber Rian Pratama selaku Karyawan Swasta lingkungan 27 di kelurahan 
Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan mengatakan bahwa pengawasan yang 
dilakukan dapat membantu mendata wajib pajak yang belum mendaftarkan diri 
 
4. PEMBAHASAN 
Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peraturan direktur jenderal 
pajak 

Tercapainya tujuan dalam pelaksanaan peraturan implementasi kebijakan yaitu 
mengarah pada aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut 
sehinga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan 
yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dalam peraturan ini yaitu tujuannya untuk 
meningkatkan realisasi jumlah wajib pajak yang terdaftar memiliki nomor pokok wajib 
pajak, dimana hal ini akan terlihat dari pengawasan yang telah dilakukan oleh DJP 
dan akan terlihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di setiap tahunnya. Selain itu 
tujuannya adalah memberi tanggung jawab dan dorongan kepada masyarakat wajib 
pajak di wilayah kab. Deli Serdang agar segera mendaftarkan diri untuk memiliki 
nomor pokok wajib pajak. Memberi kepastian hukum bagi bagi wajib pajak yang 
melanggar, menjamin pemberian NPWP bagi wajib pajak, Selain itu tujuan dari 
peraturan ini ialah meningkatkan realisasi penerimaan pajak yang sasaran dari 
peraturan ini ialah masyarakat wajib pajak yang belum terdaftar. Salinan peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian 
Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi ini sudah mencapai target 
tetapi masih belum maksimal. 
 
Adanya Tindakan Yang Dilakukan Sesuai Dengan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak 

Tindakan yang dlakukan dari peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu tindakan 
pengawasan terhadap wajib pajak dengan cara penyuluhan, selain itu tindakan yang 
dilakukan yaitu meminta penjelasan data atau keterangan terhadap dugaan belum 
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dipenuhinya kewajiban perpajakan jangka waktu selama 14 hari lalu apabila wajib 
pajak tidak mendaftarkan diri atau tidak memberi keterangan maka tindakan yang 
dilakukan oleh DJP, yaitu akan diberikan NPWP secara jabatan. Sanksi yang 
diberikan apabila wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk 
memiliki NPWP maka akan diberikan sanks pidana sesuai dengan peraturan Undang-
Undang perpajakan. Tindakan yang telah dilakukan oleh DJP telah sesuai dengan 
standar operasional presedur (SOP). Walaupun peraturan DJP ini belum efektif 
karena masih ada beberapa wajib pajak yang belum mendaftarkan dirinya ataupun 
belum mengerti dengan tatacara pendaftaran untuk memiliki NPWP. Maka dari itu 
pihak Direktur Jenderal Pajak melakukan tindakan pengawasan untuk mendata 
masyarakat wajib pajak yang belum mendaftarkan diri dan untuk mempermudah wajib 
pajak mengetahui tatacara mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, yaitu dengan cara 
sosialisasi pajak, viniting ataupun juga penyuluhan. Dan apabila ada yang wajib pajak 
dengan sengan tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP maka pihak Direktur 
Jenderal Pajak akan melakukan tindakan sanksi hukum dan pidana sesuai peraturan 
undang-undang perpajakan. 
 
Adanya Target Yang Ingin Dicapai Untuk Melaksanakan Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 

Kantor wilayah DJP Sumatera Utara I memiliki target yang ingin dicapai, seperti 
halnya peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 yang memiliki 
target, yaitu meningkatkan realisasi penerimaan ekstensifikasi wajib pajak dan 
realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya. Target yang telah dicapai, seperti realisasi 
penerimaan pajak yang mencapai 103.45% walapun begitu kendala yang diterima 
oleh pelaksana peraturan DJP ini ialah masyarakat Kab. Deli Serdang yang masih 
enggan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dengan alasan masih belum 
memenuhi syarat untuk memiliki NPWP. 
 
Adanya Pengawasan Dalam Melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa implementasi dari peraturan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 ini menunjukan hasil yang lebih meningkat 
hal ini terlihat dari realisasi penerimaan wajib pajak yang semakn meningkat dari tahun 
2017 hingga 2019. Untuk realisasi penerimaan pajak sendiri telah mencapai target. 
Walaupun begitu peraturan ini masih belum maksimal karena masih ada masyarakat 
wajib pajak yang tidak mendaftarkan diinya untuk memiliki NPWP karena merasa 
masih belum memenuhi syarat. 

Tujuan dari peraturan ini yaitu : meningkatkan realisasi penerimaan ekstensifikasi 
wajib pajak, meningkatkan realisasin penerimaan pajak dan memberi kepastian 
hukum bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki 
NPWP, lalu menjamin pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak yang 
telah memenuhi syarat dan meningkatkan kas negara melalu realisasi penerimaan 
pajak. Maka dari itu dengan adanya tindakan yang nyata diharapkan tujuan-tujuan 
dan target yang diinginkan dari peraturan ini dapat tercapai dan masyarakat wajib 
pajak lebih mengerti pentingnya NPWP dan wajib pajak lebih patuh terhadap 
kewajibannya untuk membayar pajak. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh 
Direktur Jenderal Pajak yaitu petugas seksi ekstensifikasi dan penyuluhan telah 
sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). 
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5. KESIMPULAN 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis elengkapinya dengan 

penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok 
permasalahan yang akan dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin 
berguna bagi kita semua telah dilakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan 
dalam penelitian ini adalah : Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
Per-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib 
Pajak Di Kab. Deli Serdang sudah terlaksana dengan baik. Adapun kategorisasi yang 
menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan, yaitu :  
a. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peraturan direktur jenderal pajak, 

yaitu dimana tujuannya adalah meningkatkan realisasi ekstensifikasi wajip pajak 
yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tetapi belum mendaftarkan diri 
untuk memiliki NPWP dan meningkatkan realisasi pajak yang telah ditargetkan 
selain itu tujuan lain dari peraturan ini ialah memberi kepastian hukum bagi wajib 
pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP . 
Sasaran dari peraturan ini ialah wajib pajak yang belum mendaftarkan diri untuk 
memiliki NPWP. Implementasi peraturan DJP in sudah tercapai denga 
meningkatnya realisasi penerimaan ekstensifikasi wajib pajak dari tahun 2017 
sampai 2019 dan realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai target. 
Walaupun begitu peraturan ini masih belum maksimal karena masih terdapat para 
wajib pajak yang enggan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.  

b. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak, 
dimana pihak DJP melakukan tindakan dengan cara pengawasan terhadap wajib 
pajak, penyuluhan dan akan memberi sanksi administrasi dan sanksi pidana 
apabila wajib pajak ada yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk 
memiliki NPWP. Dengan adanya tindakan sanksi ini maka diharapkan terciptanya 
masyarakat wajib pajak yang telah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif 
agar segera mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sehingga tercapainya tujuan 
yang diinginkan. Tindakan lain yang dilakukan ialah wajib pajak akan 
dimintapenjelasan data atau keterangan data terhadap dugaan belum 
dipenuhinya kewajiban perpajakannya, dan apabila wajib pajak tidak 
mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP atau tidak memberikan kejelasan data 
selama waktu yang telah ditentukan atau selama 14 hari maka tindakan yang 
akan diberikan kepada wajib pajak ialah diberikan NPWP secara jabatan.  

c. Target yang ingin dicapai untuk melaksanakan peraturan direktur jenderal pajak 
yaitu setiap tahun direktur memiliki target yang ingin dicapai baik itu dari jumlah 
wajib pajak terdaftar dan juga dari realisasi penerimaan wajib pajak. Dengan 
adanya peraturan ini juga di tergetkan masyarakat lebih mengerti akan 
pentingnya NPWP dan mengerti bagaiamana cara bagi wajib pajak untuk 
mendaftarkan diri memiliki nomor pokok wajib pajak. Target yang telah tercapai 
ialah realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2019 dan sedangkan untuk realisasi 
penerimaan ekstensifikasi wajib pajak semakin meningkat ditahun 2017 sampai 
2019, walaupun begitu kendala yang diterima oleh DJP dalam melaksanakan 
peraturan ini, yaitu masih ada para wajib pajak yang tidak ingin mendaftarkan diri 
karena merasa masih belum memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.  

d. Pengawasan dalam melaksanakan peraturan direktur jenderal pajak ini dilakukan 
oleh direktur jenderal pajak, yaitu petugas ekstensifikasi dan penyuluhan , dimana 



Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] 
Vol 2 Nomor 4 April 2022, hal: 78-89 
ISSN 2808-6503 

 
 

87 
Jurnal Homepage: http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol 
 

pihak DJP sendiri yang melakukan pengawasan. Dengan adanya pengawasan 
yang dilakukan maka diharapkan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dan target 
untuk realisasi penerimaan ekstensifikasi wajib pajak tercapai sesuai yang 
diinginkan. Pengawasan dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi 
pajak atau kunjungan visit dimana pengawasan ini dilakukan oleh DJP dan tidak 
memiliki kerjasama dengan intansi lainnya. 
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